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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
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2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6330);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah adalah Kota Palopo.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Palopo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang

berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi
pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

8. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda
adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Palopo, yang merupakan
bagian Integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah
perjuangan cita—cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, serta
sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan

ke it

oo

koperasi.

9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau
Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.

10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha
menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan
pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan
mepperhaﬁkanpﬁnsipmjinsmemeﬂuhn,aaﬁngmemperkuatdan
saling menguntungkan.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan
dalam bentuk pemlmbuhm iklim wusaha, pembinaan dan
pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi
usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha
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Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha
yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
termasuk pendanaan.

(3) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

fasilitasi perolehan perizinan, standardisasi, dan sertifikasi;
pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha; dan

m. fasilitasi P—— e ’

Rt EFR SO TP

Pasal 12
(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
dilakukan

terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. telah berbadan hukum koperasi; o =

b. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

c nlnnﬂildkhdﬂhninﬂ:;lhnnl(:dm

£ predikat kesehatan koperasi
cukup sehat bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
m’mmm‘lﬂmwmhmbmm

d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling
hﬁdlhm?(dmluhunmald:kmbumt-w::mzm
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(2) Dahmhalpemberdqyaandﬂahlknnolehmsymhtdmduninunha,
mm»wmamam(l)mm
dmmmmm-mmmgmtpadadmmm
masyarakat itu sendiri.

Pasal 13
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Pasal 17
Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
Pasal 14, didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Pelatihan.

Pasal 18
{1) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas
menyusun dan menerbitkan Pedoman Kegiatan Pendampingan Usaha
yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha dan Lembaga
Pelatihan.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Koperasi
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
{3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1} bagi Usaha Mikro
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19
(1) Setiap minimarket waralaba atau usaha sejenisnya yang ada di Daerah
wajib menerima konsinyasi produk Usaha Mikro.
(2) Tata cara konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20
(1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan, Dinas wajib
melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 21
Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang telah mempercleh pemberdayaan
dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada
Dinas.

Pasal 22
Tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan Pasal 21 bagi Koperasi dan Usaha Mikro diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha
Pasal 23
(l)muhbluah.mqnnhtdmdunhunhawibmheﬁhn
Usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
(2) anum.eummdmhudmwm merupakan
upaya yang pldnmjamhmblmmpnhﬂupkopan
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